BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 
Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelaraskan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kabupaten Banyumas. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis melalui pilihan satu atau lebih strategi dan pada saat yang sama, suatu strategi yang dipilih dapat menjadi jalur penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lebih dari satu isu strategis. Sedangkan Arah Kebijakan dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan–kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai dengan arahan Presiden RI., strategi pembangunan juga mengacu pada paradigma pembangunan untuk semua (Development for All). Paradigma ini bertumpu pada 6 (enam) strategi dan arah kebijakan, yaitu:
Pertama, strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 
Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan pembangunan tidak sama untuk setiap wilayah. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antar wilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi  dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antar wilayah. 
Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah secara baik. Kebijakan untuk memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah diarahkan pada pengembangan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan di seluruh wilayah.

Keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dan mendesak sebagai upaya memperkuat daya saing perekonomian nasional. Peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah pada intinya mempunyai arah sebagai berikut :           (1) menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;                   (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar; (3) mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang; (4) memperkuat kerjasama antar daerah; dan (5) membentuk jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan internasional; (6) mendorong kegiatan ekonomi bertumpu pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas; dan (7) memperkuat keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah.

Kelima, strategi pembangunan disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor) yang tetap berdasarkan kelestarian alam (pro-environment). Kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antar wilayah (domestic interconnectivity), membangun dan memperkuat rantai industri hulu hilir produk unggulan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan pusat-pusat produksi dan perdagangan yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan SDM dan penyediaan air bersih; serta perbaikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (the quality life of the people) sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan dan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan dan jaminan keamanan terutama bagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan, kawasan perbatasan dan daerah pasca bencana. Dengan meningkatnya kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik secara merata di seluruh wilayah.
Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas akan dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan berbagai kebijakkan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dikelompokan dalam 7 (tujuh) bagian berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, yaitu : 
6.1.1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovasif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :
1. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Penerapan  birokrasi pemerintahan  yang profesional, bersih dan partisipatif.
3. Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk  berinovatif.
4. Penerapan dan peningkatkan  Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian.
5. Penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Peningkatkan pengelolaan  keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
7. Penerapan pelayanan prima.
8. Pengembangan  sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil
9. Penataan dan pengembangan  layanan informasi dan komunikasi.
10. Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi.
Dari 10 (sepuluh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan sitem informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur. 
4. Peningkatan pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Peningkatan efektifitas dan akuntabilitas penyelengga-raan pemerintahan.
6. Peningkatan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah.
7. Intensifikasi dan aktensifikasi sumber-sumber pendapatan; Peningkatan sarana prasaran pelayanan prima.

8. Peningkatan pengembangan SOP, SPP, OSS. 
9. Peningkatan kecepatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. 
10. Peningkatan percepatan dan keakuratan pelayanan bidang Informasi dan Komunikasi.
11. Peningkatan  pelatihan SDM tenaga kerja.
12. Peningkatan penyediaan informasi tenaga kerja. 
13. Peningkatan pelayanan bidang  ketransmigrasian. 
6.1.2. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :
1. Perbaikan  akses dan kualitas pendidikan dalam masyarakat.
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Dari ke 2 (dua) strategi tersebut telah dirumuskan ke arah kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan  pemerataan pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
3. Pengembangan manajemen berbasis sekolah.
4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
6. Peningkatan  kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
7. Peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan.
8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
6.1.3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :
1. Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal.
2. Peningkatan ketahanan pangan.
3. Peningkatan kualitas kelembagaan, permodalan,  SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.
4. Peningkatan kinerja sektor pariwisata.
5. Peningkatan kinerja sektor industri.
6. Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif.
7. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan produktivitas pertanian,  perkebunan, dan kehutanan serta Perikanan.
2. Peningkatan pengelolaan serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam.
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan.
4. Peningkatan sarpras pertanian, perkebunan, dan kehutanan   serta Perikanan.
5. Peningkatan  diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian.
7. Peningkatan kualitas  manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian.
8. Peningkatan fasilitas permodalan dan pendampingan pada pelaku usaha.
9. Peningkatan kerjasama promosi  pariwisata.
10. Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata.
11. Pengelolaan event pariwisata.
12. Peningkatan  sarana dan prasarana industri.
13. Peningkatan  penguatan kelembagaan sektor industri.
14. Pembinaan industri kecil.
15. Pengembangan sentra industri
16. Peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan.
17. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja.
18. Penguatan lembaga/serikat buruh.
19. Peningkatan pembinaan dan koordinasi dengan pelaku utama sektor jasa (keuangan : Bank dan non Bank).
20. Peningkatan  iklim investasi yang kondusif.
21. Peningkatan pelayanan perijinan investasi.
6.1.4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :
1. Pengembangan agrobisnis.
2. Peningkatan perluasan jaringan pemasaran produk pertanian.
3. Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan.
     Dari ke 3 (tiga) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan agrobisnis yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM dan sarana parsarana pertanian.

2. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk agrobisnis.

3. Peningkatan pertumbuhan UMKM dan koperasi.

4. Pembinaan  dan pendampingan UMKM dan Koperasi.

6.1.5. Meningkatkan dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
2. Meningkatan kualitas penyediaan perumahan dan pemukiman
3. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan
4. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
6. Peningkatan pengawasan lingkungan hidup
7. Optimalisasi  pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelajutan.
Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
2. Peningkatan pemerataan rehabilitasi/pemeliharan jalan/ jembatan dan jaringan irigasi perkotaan dan pedesaan.
3. Stimulasi  pembangunan danperbaikan jalan pedesaan.
4. Peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan pemukiman.
5. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum.
6. Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan  dan pemberdayaan komunitas perumahan.
7. Peningkatan fasilitas dan pembangunan sarana prasarana sosial.
8. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif.
9. Pengendalian kelayakan angkutan.Peningkatan  pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung.
10. Pengembangan dan optimalisasi terminal.
11. Peningkatan fasilitas bantuan rumah layak huni.
12. Peningkatan  pengembangan manajemen persampahan.
13. Peningkatan  perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA  LH.
14. Peningkatan akses masyarakat  tehadap informasi SDA  LH dan sarana pengembangan Lingkungan hidup.
15. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan  lingkungan hidup.
16. Peningkatan pengembangan  dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
17. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
6.1.6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :
1. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa.
2. Penanggulangan kemiskinan di kawasan perkotaan dan perdesaan
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana  tata ruang.
4. Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan mitigasi manajemen bencana.
6. Percepatan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan.
7. Pengendalian pertumbuhan penduduk.
Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

2. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.

3. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

5. Peningkatan efektifitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pembangunan daerah.

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan

7. Peningkatan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

8. Peningkatan  fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

9. Peningkatan penanganan  dan pembinaaan PMKS.

10. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.

11. Peningkatan fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan.

12. Peningkatan kesiapan pencegahan dan parsipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana.

13. Peningkatan penanganan korban bencana.

14. Peningkatan  kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

15. Peningkatan fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak.

16. Peningkatan kualitas hidup perempuan.

17. Peningkatan  pelayanan Keluarga Berencana (KB).
6.1.7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah :

1. Peningkatan kerukunan hidup beragama.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Peningkatan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.  
4. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya
6. Peningkatan prestasi olah raga dan generasi muda yang berlandaskan iman dan taqwa.
     Dari ke 6 (enam) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan ormas, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan.
2. Peningkatan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.
3. Peningkatan penegakan supremasi hukum.
4. Peningkatan pembinaan masyarakat akan kesadaran hukum.
5. Pengembangan identitas daerah.

6. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal.

7. Peningkatan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian benda/bangunan cagar budaya.

8. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan.
9. Peningkatan perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.
10. Peningkatan pembinaan atlit dan pelaku olahraga.
11. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana olah raga berstandar nasional dan internasional.
12. Peningkatan pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga.
13. Peningkatan fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan.
6.2. Tahapan Pembangunan Kabupaten Banyumas.
Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka  telah disusun arah kebijakan pembangunan daerah dengan pentahapan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 20132018 sebagai tahapan dalam pencapaian Visi. Pembangunan Kabupaten Banyumas dibagi dalam 5 tahapan pembangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.2.1. Tahap Konsolidasi : Penegasan Komitmen (Tahun 2013-2014)

Tahap pembangunan 2013-2014 merupakan tahap pembangunan untuk melaksanakan, menjaga, meneruskan dan melanjutkan capaian RPJM Daerah terutama untuk mendukung pencapaian hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Mengembangkan sistem jaminan pelayanan dasar pendidikan dan sistem jaminan kesehatan.

3. Meningkatkan  pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan industri kecil dan rumah tangga, pariwisata sebagai sumber utama peningkatan nilai tambah.

4. Menurunkan tingkat kerusakan infratstruktur strategis terutama pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

5. Mengembangkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.

6. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal.

7. Peningkatan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian benda/bangunan cagar budaya.

8. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan.

9. Peningkatan perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.

10. Peningkatan pembinaan atlit dan pelaku olahraga.

11. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana olah raga berstandar nasional dan internasional.
12. Peningkatan pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga. 
13. Peningkatan fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan.
6.2.2. Tahap Percepatan (Tahun 2015)

Tahap pembangunan 2015 merupakan tahap percepatan   pembangunan  terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut : 

1. Pembentukan  birokrasi pemerintah daerah yang profesional  dan produktif.

2. Mempercepat pelaksanaan sistem pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang menjamin aksesibiltas masyarakat terutama masyarakat miskin.

3. Mempercepat peningkatan  produksi, produktifitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta  pariwisata. 

4. Mempercepat pembangunan sektor pertanian di perdesaan. 

5. Mempercepat penurunan tingkat kerusakan infratstruktur strategis terutama pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

6. Mempercepat penanganan kemiskinan dan pengangguran.

6.2.3. Tahap Penguatan (Tahun 2016)

Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan untuk menguatkan pembangunan terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal–hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah  untuk mendukung efisiensi dan efektifitas birokrasi yang semakin produktif.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat sistem preventif kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan produksi, produktifitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta  pariwisata.

4. Memperkuat UMKM  terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi  dan pemasaran.

5. Meningkatkan  industri pengolahan berbasis sumber daya  lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan

6. Mengembangkan sektor-sektor unggulan perdesaan  berbasis  sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang.

7. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur yang mendukung  pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan  dan pariwisata.

8. Meningkatkan sinergisme program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

6.2.4. Tahap Pemantapan (Tahun 2017)

Tahap pembangunan 2017 merupakan tahap untuk memantapkan pembangunan terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

1. Memantapkan kualitas sistem pelayanan publik yang lebih memperkuat birokrasi pemerintah di tingkat kecamatan.

2. Memantapkan  pengembangan sumber daya  manusia dengan peningkatan jangkauan dan layanan pendidikan dan kesehatan.

3. Meningkatkan produksi, produktifitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta  pariwisata.

4. Memperkuat UMKM  terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi  dan pemasaran.

5. Memperkuat peran industri pengolahan berbasis sumber  daya  lokal dan  membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi rakyat.

6. Memantapkan pembangunan sektor-sektor unggulan pedesaan  berbasis  sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang.

7. Memantapkan pemerataan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya yang  mendukung peningkatan akses pasar terhadap produksi  sektor-sektor unggulan daerah.

8. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

6.2.5. Tahap Keberlanjutan (Tahun 2018)

Tahap pembangunan 2018, pada tahap pembangunan ini Kabupaten Banyumas diharapkan menjadi lebih maju, makmur dan sejahtera dengan diarahkan untuk mendukung hal-hal berikut :
1. Mempertahankan profesionalisme dan produktifitas  birokrasi dalam sistem pemerintahan yang  transparan dan akuntabel. 
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat  menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya .

3. Meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta  pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi.
4. Memberdayakan dan menguatkan  UMKM  terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi  dan pemasaran.
5. Membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan sistem ekonomi kerakyatan.

6. Memberdayakan  kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi rakyat.

7. Memberdayakan masyarakat perdesaan menuju tewujudnya kemandirian desa.

8. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.
9. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan.
10. Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

Untuk lebih  lengkap dan jelas dalam melihat  mengenai keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 6.1, sebagai berikut :

Tabel 6.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Kabupaten Banyumas
	VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.
MISI 1 :  Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	1.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan.
	Peningkatan  sistem infromasi perencanaan pembangunan daerah.


	
	1.1.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
	Penerapan  birokrasi pemerintahan  yang profesional, bersih dan partisipatif.
	Peningkatan budaya kerja aparatur yang professional yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

	
	1.1.3. 
	Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk  berinovatif.
	Peningkatan kuantitas dan kualtas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur.

	 
	1.1.4. Meningkatnya pengawasan pe-nyelenggaraan pemerintahan
	Penerapan dan peningkatkan  Sistem Pengawasan Internal pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian. 
	Peningkatan pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

	 
	1.1.5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggara-an pemerintahan
	Penerapan Akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

	1.2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	1.2.1. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
	Peningkatan pengelolaan  keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.


	Peningkatan Pengembangan sistim informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah.

	
	
	
	Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan.


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

 

 

 

 
	1.3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
	Penerapan pelayanan prima
	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

	
	
	
	Peningkatan pengembangan SOP, SPP, OSS.

	
	1.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
	Pengembangan  sistem informasi administrasi kependudukan dan catatn sipil.


	Peningkatan kecepatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

	
	1.3.3. Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi.
	Penataan dan pengembangan  layanan informasi dan komunikasi.
	Peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan bidang informasi dan komunikasi.

	
	1.3.4. Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi.

 
	Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi.


	Peningkatan Pelatihan SDM tenaga kerja.

	
	
	
	Peningkatan Penyediaan informasi tenaga kerja.

	
	
	
	Peningkatan pelayanan bidang ketransmigrasian.


MISI 2 :  Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2.1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
	2.1.1. Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.
	Perbaikan  akses dan kualitas pendidikan dalam masyarakat.
	Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan.



	
	2.2.1. Meningkatnya kualitas anak didik.
	
	Peningkatan saran dan prasarana pendidikan.

	
	2.1.2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
	
	Pengembangan manajemen berbasis sekolah.

	
	
	
	Peningkatan  kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

	
	
	
	


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2.2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

 

 

 
	2.2.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 
	Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

	
	2.2.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
	
	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

	
	
	
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

	
	
	
	Peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan.

	
	
	
	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

	
	
	
	


MISI  3 :  Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	3.1. Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

 

 

 

	3.1.1. Meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

 
	Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal.


	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan.

	
	
	
	Peningkatan pengelolaan serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam.

	
	
	
	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha petanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan.

	
	
	
	Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan dan kehutanan serta perikanan.


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	3.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan


	Peningkatan ketahanan pangan.
	Peningkatan diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan

	
	3.1.3. Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor Pertanian.
	Peningkatan kualitas kelembagaan, permodalan,  SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.
	Peningkatan  kualitas kelembagaan dan SDM pertanian.

	
	
	
	Peningkatan kualitas manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian.

	
	
	
	Peningkatan fasilitasi  permodalan dan pendampingan pada pelaku usaha.

	3.2. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah.

 

 

 

 

 
	3.2.1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata.
	Peningkatan kinerja sektor pariwisata.
	Pengembangan kerjasama promosi  pariwisata.

	
	
	
	Peningkatan  sarana prasarana penunjang pariwisata.

	
	
	
	Pengelolaan event pariwisata.

	
	3.2.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor industry
	Peningkatan  kinerja sektor industri
	Peningkatan sarana prasarana sektor industry

	
	3.2.3. 
	
	Peningkatan penguatan kelembagaan sektor industry.

	
	
	
	Pembinaan industri kecil

	
	
	
	Pengembangan sentra industry.

	
	3.2.4. Meningkatnya pertumbuhan sektor  perdagangan.
	Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif
	Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan.

	
	3.2.5. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.
	Fasilitasi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial  tenaga kerja.

	
	3.2.6. 
	
	Penguatan lembaga/ serikat buruh.

	
	3.2.7. Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya.
	
	Peningkatan pembinaan dan koordinasi dengan pelaku utama sektor jasa (Keuangan : Bank dan non Bank).


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	3.2.8. Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.
	
	Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

	
	
	
	Peningkatan pelayanan perijinan investasi.




MISI 4 :  Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.

	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	4.1. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian
	4.1.1. Meningkatnya inovasi terhadap produk-produk agribisnis.
	Pengembangan agribisnis.
	Pengembangan agribisnis yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM dan sarana prasarana pertanian.

	4.2. 
	4.1.2. Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis.
	Peningkatan perluasan jaringan pemasaran produk pertanian
	Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk agribisnis

	4.3. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM
	4.2.1. Meningkatnya kapasitas koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan
	Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan.
	Peningkatan pertumbuhan UMKM dan koperasi.

	
	
	
	Pembinaan dan pendampingan UMKM dan koperasi.


MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	5.1. Peningkatan ketersedian dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	5.1.1. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
	Peningkatan pembangunan  dan pengembangan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.

	5.2. 
	5.1.2. 
	
	Peningkatan pemerataan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan/ jembatan dan jaringan irigasi perkotaan dan perdesaan.


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 

 

 

 
	
	
	Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan.

	
	5.1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
	Meningkatan kualitas penyediaan perumahan dan pemukiman
	Peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan pemukiman.

	
	
	
	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum.

	
	5.1.4. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
	Peningkatan pembangunan  dan pengembangan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.

	5.3. Peningkatan ketersedian dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	5.1.5. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
	Peningkatan pembangunan  dan pengembangan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.

	5.4. 
	5.1.6. 
	
	Peningkatan pemerataan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan/ jembatan dan jaringan irigasi perkotaan dan perdesaan.

	
	
	
	Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan


	 

 
	5.1.7. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
	Meningkatan kualitas penyediaan perumahan dan pemukiman
	Peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan pemukiman.


	
	
	
	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum.

	
	
	
	Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan.

	
	
	
	Peningkatan Fasilitasi dan pembangunan sarana prasarana sosial.


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	5.1.8. Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan
	Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan
	Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif.

	
	
	
	Pengendalian kelayakan angkutan.

	
	
	
	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung.

	
	
	
	Pengembangan dan optimalisasi terminal.

	
	5.1.4 Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni
	Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni.
	Peningkatan fasilitasi bantuan rumah layak huni.

	5.5. Perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan


  

 
	5.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
	Peningkatan pengembangan manajemen persampahan.

	
	
	
	Peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA  LH.

	
	
	
	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup.

	
	5.2.2. Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
	Peningkatan pengawasan lingkungan hidup.
	Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup.

	
	5.2.3. Meningkatnya Pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan
	Optimalisasi  pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelajutan. 
	Peningkatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

	
	
	
	Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).


MISI 6 :  Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	6.1. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial

 
	6.1.1. Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
	Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
	Peningkatan  swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

	
	6.1.2. Meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan
	Penanggulangan kemiskinan di kawasan perkotaan dan perdesaan
	Peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. 

	
	
	
	Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan. 

	
	
	
	Peningkatan jaminan perlindungan social bagi masyarakat miskin.

	6.2. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis
	6.2.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis.
	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana  tata ruang.
	Peningkatan efektifitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pembangunan daerah.

	
	
	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan  tata ruang .

	
	
	
	Peningkatan pengendaliaan pemanfaatan tata ruang.

	6.3. Perwujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat

 

 
	6.3.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat.
	Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial .
	Peningkatan fasilitasi pengembangan penangan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang kesejahteraan sosial (PMKS).

	
	
	
	Peningkatan penanganan dan pembinaan PMKS.

	
	
	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.

	
	
	
	Peningkatan  fasilitasi dan  bantuan pengembangan saran prasarana pelayanan.


	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	6.3.2. Meningkatnya penanganan bencana.

	Peningkatan mitgasi manajemen bencana
	Peningkatan kesiapan, pencegahan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana.

	
	
	
	Peningkatan penanganan korban bencana.

	
	6.3.3. Meningkatnya kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.
	Percepatan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan.
	Peningkatan kapsitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

	
	
	
	Peningkatan fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak.

	
	
	
	Peningkatan kualitas hidup perempuan.

	
	6.3.4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
	Pengendalian pertumbuhan penduduk
	Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB)


MISI 7 :  Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.  
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	7.1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan.


	7.1.1. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
	Peningkatan kerukunan hidup beragama

 
	Peningkatan pembinaan ormas, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan.

	
	7.1.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
	Peningkatan pemberian pendidikan politik kepada msyarakat.



	
	7.1.3. Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat
	Peningkatan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat 
	Peningkatan penegakan supremasi hukum.

	
	
	
	Peningkatan pembinaan masyarakat akan kesadaran hukum.




	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	        KEBIJAKAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	7.2. Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal

 
	7.3.1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya local
	Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal
	Pengembangan identitas daerah.

	
	
	
	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal.

	
	
	
	Peningkatan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian benda/bangunan cagar budaya.

	
	7.3.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.
	Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan.

	
	
	
	Peningkatan perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.

	7.3. Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga
	7.3.1. Mewujudkan generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga
	Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda yang berlandaskan iman dan taqwa


	Peningkatan pembinaan atlit dan pelaku olahraga.

	
	
	
	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana olah raga berstandar nasional dan internasional. 

	
	
	
	Peningkatan pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga.

	
	
	
	Peningkatan fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan.
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